PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 16 TAHUN 2001
TENTANG
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAKHVIAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a bahwa pengaturan air bawah tanah dimaksudkan untuk memelinara kelestarian
sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat penganbilan air bawah tanah
yang bertujuan agar keberadaan air bawah tanah sebagai sumber daya air tetap
mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang
berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat;

b. bahwa hak air bawah tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya
didasarkan atas asas fungsi social, nilai ekonom, kemanfaata urmum,
keterpaduan, keserasian, keseimbangan, kelestarian, keadilan, kermandirian,
transparansi  serta akuntabilitas publik, sedangkan teknis pengeloaannya
berdasarkan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah;

Cc. bahwa pengendalian penganbilan air bawah tanah yang diatur dengan
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Barat Nonor 9 Tahun 1995
sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1998 sudah tidak sesuai

lagi dengan perkembangan keadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas
dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat
tentang Pengeloaan Air Bawah Tanah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 194§ tentang Peraturan Hukum Pidana Jo.
Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk
Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan
Lermbaran Negara Nomor 1660);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Rl tanggal 4 Juli 1950);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lermbaran Negara Nomor 3046);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981| tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lermbaran Negara Nomor 3209);
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5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lermbaran Negara Nomor 3501);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nonmor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lermbaran Negara Rl
Nomor 2831);

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
(Lembaran Negara Rl Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 3225);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lermbaran Negara
Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Normor 3226);

10. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Rl Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3838);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Rl
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lermbaran Negara Rl Nomor 3952);

13. Keputusan Menteri  Energi  dan  Sunber Daya Mneral Nonor
1451.K10/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan
di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang
Jenis Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Dampak
Lingkungan Hidup;

15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipll
(Lermbaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);

17. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas
Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D);
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18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga
Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21
Seri D);

19. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk
Pengelolaan Sumberdaya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001
Nomor 1 Seri O).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENGELOLAAN
AIR BAWAH TANAH

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Kabupater/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.

Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota sesuai dengan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999.

Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Barat.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Air BAwah

Tanah.

Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah

permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

10. Akuifer atau lapisan permbawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang
dapat meyimpan dan meneruskan air.

11. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi
dimana berlangsung semua kejadian hidrogelogi seperti proses pengimbuhan, pengaliran,
pelepasan air bawah tanah.

12. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan
inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan
serta konservasi air bawah tanah.

13. Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan
dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya
untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

24.

25.

31.

32.

Hak guna air bawah tanah adalah hak untuk memperoleh, menggunakan dan memelinara air
bawah tanah untuk keperluan tertentu.

Eksplorasi air bawah tanah adalah penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan
lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.

Inventarisasi air bawah tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi,
evaluasi, pengunmpulan dan pengelolaan data air bawah tanah.

Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya
secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya, dengan tetap memelihara serta
mempertahankan mutunya.

Pendayagunaan air bawah tanah adalah pemanfaatan air bawah tanah secara optimal dan
berkelanjutan.

Rehabilitasi air bawah tanah adalah usaha untuk memulinkan kembali serta menperbaiki dan
meningkatkan kondisi lingkungan air bawah tanah yang sudah rawan dan kritis agar dapat
berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air maupun sebagai unsur
perlindungan lingkungan.

. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup penmberian pengarahan, petunjuk, bimbingan,

pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah.

Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan
penganbilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dem menjaga
kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-

undangan pengelolaan air bawah tanah.

. Persyaratan teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan

dibidang air bawah tanah.

Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah
pada akuifer tertentu.

Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan
pemantauan air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.

. Sumur bor adalah sumur yang permbuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
27.
28.

Izin Pemboran Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan permboran air bawah tanah.
Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air bawah tanah secara
detail untuk menetapkan lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.

. 1zin Pengambilan Mata Air adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk

berbagai macam keperluan.

. 1zin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air untuk

berbagai macam keperluan.

Recharge Area atau Kawasan Imbuh adalah suatu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi
dalam meresapkan air ke lapisan pengandung air di bawah tanah.

Discharge Area atau Kawasan Lepasan adalah suatu daerah atau tempat dimana air tanah muncul
di atas permukaan tanah, baik terjadi secara alamiah maupun oleh rekayasa manusia melalui

kegiatan pengeboran.
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BABII
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

(1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan air bawah tanah pada
cekungan air bawah tanah lintas Kabupater/Kota dalam rangka memberikan dukungan dan
fasilitasi.

(2 Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, dilakukan kegiatan :
a. untuk memberikan dukungan meliputi :
1) melakukan inventarisasi potensi;
2) merencanakan pendayagunaan air bawah tanah;
3) melakukan upaya konservasi;
4) menetapkan peruntukan pemanfaatan air bawah tanah;
5) melakukan permbinaan, pengendalian dan pengawasan;
b. untuk pemberian fasilitasi berupa pembuatan persyaratan teknis sebagai dasar penerbitan izin.

(8) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas;

(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas
berkoordinasi dengan Instansi terkait dan Pemerintah Kabupater/Kota.

BABIII
KEGIATAN PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Inventarisasi Potensi

Pasal 3

(1) Inventarisasi meliputi  kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, ekslporasi, evaluasi,
pengumpulan dan pengolahan data air bawah tanah yang meliputi

Sebaran cekungan air bawah tanah dan geometeri akuifer;

Kawasan imbuh (recharge area) dan lepasan (discharge area);

Karakteristik akuifer, dan potensi air bawah tanah;

Pengambilan air bawah tanah;

Evaluasi data neraca air bawah tanah

Data lain yang berkaitan dengan air bawah tanah.
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(2) Kegiatan inventarisasi air bawah tanah dilakukan dengan menperhatikan kepentingan umum dan
Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rencana atau pola pengelolaan terpadu, yang
dituangkan dalam peta dengan skala 1 : 100.000.

(3 Evaluasi potensi air bawah tanah dilakukan sebagai bahan dalam rangka perencanaan
pendayagunaan air bawah tanah.
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